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Panitia Pengadaan Barang / Jasa  Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada  Kementerian Koordinator 

Bidang Kesejahteraan Rakyat akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi 

secara elektronik untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut: 
 
1. Paket Pekerjaan 

Nama paket pekerjaan*  : Pengadaan Pengembangan Jaringan Kementerian 
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Lingkup pekerjaan : Pengadaan Barang  
Nilai total HPS  : Rp.  792.591.913 (Tujuh ratus sembilan puluh dua juta 

lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga 
belas rupiah)    

Sumber pendanaan  : DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat Tahun Anggaran 2014 

 
2. Persyaratan Peserta 

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan 
memiliki SIUP Kecil, Bidang IT, alat telekomunikasi, video teleconference, multimedia, 
dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE). 

 
3. Pelaksanaan Pengadaan 

Pengadaan barang dilaksanakan secara elektronik dengan mengakses aplikasi Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik (aplikasi SPSE) pada alamat website LPSE: 
(www.lpse.lkpp.go.id)  
 

4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan 
Jadwal dapat dilihat pada website (http://lpse.lkpp.go.id) 
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Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 

Jakarta, 22 Oktober 2014 

 

TTD 
Panitia Pengadaan 

 

* Kegiatan sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan/pembatalan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Jika terjadi 
perubahan/pembatalan kebijakan pemerintah dimaksud, para peserta tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun 
kepada KPA, PPK, dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, satuan kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat. 

 


